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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA SELATAN,

bahwa dalam upaya menunjang pembiayaan penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada
masyarakat dalam rangka mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata
dan bertanggung jawab dipandang perlu mengefektifkan sumber-sumber
pendapatan yang potensial kontributif terhadap pendapatan/kemampuan
keuangan di Daerah 1 yaitu dan sektor Pajak Daerah, khdsusnya Pajak
Pengambilan Bahan Galian Golongan C,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 sampai dengan Pasal 67
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 jo Pasal 4 Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan ¥ndang-Undang
Nomor 34 Tahun 2000, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
ditetapkan dengan Peraturan Daerah,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan
huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan
tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C,

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian
Sengketa Pajak (Lembaran Negara R 1 Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara R I Nomor 3685),

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan
Surat Paksa (Lembaran Negara R1 Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara R I Nomor 3686),

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korups: dan Nepotisme (Lembaran
Negara R1 Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara R I
Nomor 3851),

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi
Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat
(Lembaran Negara R1 Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara R I Tahun 2000 Nomor
73, Tambahan Lembaran Negara R I Nomor 3961),

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara R1 Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara R I Nomor 4048),






